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I. UMUM 

 Indonesia mempunyai kekayaan alam yang berlimpah termasuk 

cadangan Minyak dan Gas Bumi di dalam perut buminya. Untuk 

mendapatkan manfaat dari cadangan Minyak dan Gas Bumi tersebut, 

Pemerintah mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Kontraktor untuk 

melakukan pengelolaan suatu Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang 

hasilnya digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontrak Kerja 

Sama dengan Kontraktor dapat berupa Kontrak Bagi Hasil dengan 

mekanisme pengembalian biaya operasi atau Kontrak Bagi Hasil gross 

split.  

 Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi tersebut diberikan 

dalam bentuk Partisipasi Interes yang merupakan hak, kepentingan, dan 

kewajiban Kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama. Partisipasi 

Interes yang merupakan bagian dari harta tidak bergerak dapat dimiliki 

secara langsung dan tidak langsung. Partisipasi Interes ini dapat 

dialihkan kepada pihak lain dengan tujuan untuk membagi risiko 

ataupun tujuan ekonomis lainnya.  

 Pada prinsipnya, Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk lebih 

memberikan kepastian hukum serta keadilan pengenaan Pajak atas 

pengalihan Partisipasi Interes yang diharapkan dapat juga mendorong 
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terciptanya iklim investasi yang kondusif pada kegiatan usaha hulu 

Minyak dan Gas Bumi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan 

produksi Minyak dan Gas Bumi.  

Dalam rangka memberikan dukungan kebijakan Pemerintah untuk 

meningkatkan nilai perusahaan melalui restrukturisasi badan usaha yang 

dapat mendorong kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi serta untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 31D Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta 

Kerja, perlu melakukan penyesuaian kebijakan pengalihan Partisipasi 

Interes yang telah diatur dalam: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi 

yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang 

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017; dan  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan 

Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan 

Kontrak Bagi Hasil Gross Split, 

melalui penyusunan Peraturan Pemerintah tersendiri yaitu Peraturan 

Pemerintah tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengalihan 

Partisipasi Interes pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang 

berlaku untuk Kontrak Bagi Hasil dengan mekanisme pengembalian biaya 

operasi dan Kontrak Bagi Hasil gross split. 

 Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai bentuk kepemilikan 

dan transaksi pengalihan Partisipasi Interes, pengecualian pengenaan 

Pajak Penghasilan atas pengalihan Partisipasi Interes, serta tarif, dasar 

pengenaan pajak, dan saat terutang pengalihan Partisipasi Interes. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

 Pasal 1 

 Cukup jelas. 
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 Pasal 2 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “harta tidak bergerak” adalah harta 

permanen seperti tanah, bangunan, instalasi permanen, peralatan, 

dan kandungan mineral, Minyak dan Gas Bumi dan sumber daya 

alam lainnya termasuk hak yang melekat pada harta tidak bergerak 

tersebut dan saham yang mendasari harta tidak bergerak. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

  

Pasal 3 

Cukup jelas. 

   

Pasal 4 

  Ayat (1)    

Pada masa Eksplorasi Kontraktor menanggung risiko yang cukup 

signifikan dalam mencari cadangan Minyak dan Gas Bumi. 

Kontraktor dapat mengalihkan Partisipasi Interes dalam rangka 

melakukan mitigasi risiko tersebut. 

  Huruf a 

   Cukup jelas. 

  Huruf b 

   Cukup jelas. 

  Huruf c 

   Cukup jelas. 

  Huruf d 

Yang dimaksud dengan “pengalihan Partisipasi Interes yang 

tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan” adalah 

pengalihan yang dilakukan untuk memitigasi risiko dan 

Kontraktor tidak memperoleh tambahan kemampuan 

ekonomis atau keuntungan antara nilai pengalihan dan 

jumlah investasi yang telah dikeluarkan pada Wilayah Kerja 

(nilai pengalihan Partisipasi Interes tidak melebihi jumlah 

investasi yang telah dikeluarkan Kontraktor pada Wilayah 
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Kerja tersebut). 

Contoh pengecualian pengenaan Pajak Penghasilan atas transaksi 

pengalihan Partisipasi Interes yang dimiliki secara langsung dalam 

masa Eksplorasi: 

Bentuk Usaha Tetap Alpha Delta Inc (BUT ADI) menandatangani 

kontrak dengan SKK Migas pada tahun 2022 dan memegang 100% 

(seratus persen) interes di Blok Duku.  

Sampai dengan Tahun 2026 (Partisipasi Interes sudah dimiliki 

selama 4 tahun) BUT ADI telah menghabiskan US$4,000,000.00 

(empat juta US dollar) dalam kegiatan Eksplorasi di Blok Duku. 

Tahun 2027 BUT ADI memperoleh persetujuan dari Menteri Energi 

dan Sumber Daya Mineral untuk mengalihan Partisipasi Interes 

sebesar 50% (lima puluh persen) kepada BUT Berta Centra Duku 

Inc (BUT BCD). 

Transaksi ini telah memenuhi 3 (tiga) kriteria pengecualian 

pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final (PPh final) yaitu: 

a. BUT ADI tidak mengalihkan seluruh Partispasi Interes yang 

dimilikinya; 

b. Partispasi Interes telah dimiliki BUT ADI selama lebih dari 3 

(tiga) tahun; 

c. BUT ADI telah mengeluarkan investasi sebesar 

US$4,000,000.00 (empat juta US dollar) pada Wilayah Kerja 

Blok Duku. 

Sedangkan untuk menentukan ada atau tidaknya keuntungan yang 

diperoleh oleh BUT ADI atas pengalihan Partisipasi Interes tersebut 

dapat dilihat dari beberapa contoh skema berikut ini.  

1. Pembeli (BUT BCD) melakukan penggantian biaya yang telah 

dikeluarkan BUT ADI secara proporsional. 

Pengaturan kompensasi: 

a. BUT BCD akan mengganti 50% (lima puluh persen) dari 

biaya BUT ADI sebesar US$2,000,000.00 (dua juta US 

dollar) (50% dari US$4,000,000.00 (empat juta US 

dollar)). Mulai tahun 2027, biaya Eksplorasi akan 

ditanggung BUT ADI dan BUT BCD masing-masing 

sebesar 50% (lima puluh persen). 
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Transaksi ini termasuk dalam pengertian pengalihan 

Partisipasi Interes yang tidak dimaksudkan untuk 

memperoleh keuntungan. Oleh karena transaksi ini telah 

memenuhi 4 (empat) kriteria transaksi dalam rangka 

membagi risiko maka BUT ADI tidak terutang PPh final 

atas pengalihan Partipasi Interes. 

b. Apabila BUT BCD ternyata membayar US$3,000,000.00 

(tiga juta US dollar) kepada BUT ADI atas 50% (lima 

puluh persen) dari total biaya yang telah dikeluarkan 

BUT ADI sehingga dalam hal ini BUT ADI memperoleh 

keuntungan sebesar US$1,000,000.00 (satu juta US 

dollar) (contoh perhitungan keuntungan: 

US$3,000,000.00 – US$2,000,000.00) maka transaksi ini 

tidak termasuk dalam pengertian pengalihan Partisipasi 

Interes yang tidak maksudkan untuk memperoleh 

keuntungan.  

Oleh karena transaksi tersebut tidak memenuhi kriteria 

Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf, c, dan huruf d 

secara kumulatif maka BUT ADI terutang PPh final atas 

pengalihan Partipasi Interes. 

2. Pembeli (BUT BCD) membayar biaya yang akan dikeluarkan 

(future cost) sebesar biaya yang telah dikeluarkan oleh BUT 

ADI secara proporsional.  

Pengaturan kompensasi: 

a. BUT BCD akan membayar future cost sampai dengan 

US$4,000,000.00 (empat juta US dollar) dan BUT ADI 

tidak membayar apapun. Pembayaran ini pada dasarnya 

merupakan kompensasi atas biaya yang sudah 

dikeluarkan oleh BUT ADI. Sehingga BUT ADI tidak 

mencatatkan adanya keuntungan atas pengalihan 

Partisipasi Interes tersebut. 

Transaksi ini termasuk dalam pengertian pengalihan 

Partisipasi Interes yang tidak dimaksudkan untuk 

memperoleh keuntungan. Oleh karena transaksi ini telah 

memenuhi 4 (empat) kriteria transaksi dalam rangka 

berbagi risiko maka tidak terutang PPh final atas 
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